
a. bahwa untuk menyesuaikan dengan prinsip real cost 
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 rnaka 
Peraturan Walikota Kupang Nomor 23A Tahun 2014 
tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai 
Negeri Sipil, Pegawai Tidal< Tetap dan Tenaga Sipil 
Lamnya, perlu ditinjau kernbali; 

o banwa Berdasarkan Pera.tu ra n Mi;nten Keuangan Nomor 
:. 13 Ta:-:1.::i 2012 tentang Pcrjalanan Dinas Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pego.wai Tidak tetap; 

c bahwa 3erdasa:ka."l Perat u ra n Menteri Dalam Negeri 
Nornor : 6 Tahur, 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi 
Pejabat :.egru a, ?egawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak 
tetap; 

d. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 
52 'I'ahuri 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Dan Luar Daerah Bagi Pcjabat Negara, Pimpinan 
dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai 
Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya; 

1. Undang-Undang Nemer 5 Tahun l 996 tentang 
Pembentukan Kotarnadya Dae .• 1lt ':'i•igk;.i, !I Ku pang 
(Lembaran Negara Republ:k lndo11c·,•.i .ihun : 996 Nomcr 
43, Tainbahan Lernbaran :-le;; .. r., '."c,n!"!)Jk l!"'.GO!"'.esia 
Nornor 3633i • 

WALIKOTA KUPANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH 
BAGI PEJABAT NEGARA, P!MPINAN DAN ANGGOTA DPRD, 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN 
TENAGA SIPIL LAINNYA 

WALlKOTA KUPANG 
?RO\'!l\Sl NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURA..'l WALJKOTA KJPANG 

NOMOR 14 TAHUN 2015 
TENT ANG 

l 

' ..... •. 

 

 

 

 

 

 



___J 

8. 
• 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 · Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T.thu11 2014 tentang 
Pemerintahan Daer ah (Lerub:u a11 Negara Rcpublik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tumbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali teraknir derigan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lernbar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4 712); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

• 

 

 

 

 

 

 



PERATURAN WALIKOTA KUPANO TENTANG ?E:R..:.~-\:,A!, 
DINAS DAI.AM DAN LUAR DAERAH BAGI ?EJA3A7 !~GA .. ~~ 
PIMPINAN DAN ANOOOTA DPRD, PEGA\\'.A.: :,==.:::~~ S:?.L 
DAERAH, PEOAWAI TfDAK TETAP DAERAH ::.!.!, 7£~.AG.S. 
SIPIL LAIN NY A. 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Peng&llaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangr..n dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelengga.raa.n Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dan lnfonnasi Laporan Penyclenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerinb.h Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
14. Peraturan Badan Pemcriksa Keuungun Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gllllti Kerugian Negara Terhndap Bendnhara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan 
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengeiolaan Keuangan Daerah; 

: 

Menetapkan 

. , 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



. 
KETE~7UAN l!M\J!'J 

Pasal l 
::a:a::: Peraruran Walikota Kupang ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang. 
2. Walikota Kupang adalah Walikota Kupang. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjurnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. 
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang. 
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kupang. 
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah 

Pegawai Negerl Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berada di lingkungan 
Pemerintah Kota Kupang. 

7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 
tertentu guna mclaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 
bersifat teknia profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan organisasi dalam kerangka sistern kepegawaian, yang tidak 
berkedudukan sebagai pegawai negeri, 

8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan 
da1am Undang-Undang. 

9 ?elJalanan Dinas adalah perjalanan dalarn rangka pelaksanaan tugas 
ruga.s kedinasan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan 
.~ta DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan 
7enaga Sipil lainnya maupun perjalanan pindah yang dibiayai melalui 
~-a.11 Pcndapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang. 

10. ?e:}a!a."l.a.'1 dinas dalam daerah adalah perjalanan ke luar tempat 
kcc~.:.!ka:i. baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya 
~.,__-a:ig-kurangnyo 20 (dua puluh lima) kilometer dari batas kota, yang 
~-4.."1 c.wi..."I! wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 
kep,e:1-r6,m Nega...,-a ataa perintah pejabat yang berwenang. 

11 ?e.-:a.a-,;- c..-.as Lt: daerah adalah perjalanan keluur tempat kedudukan 
ba:..: pe.-sec:a..'lgar, ma_pi..::1 eecara bersarna dari Ku pung keluar wtlayah 
?ro-.~s: :,_s;a 7c::&:,a:a Timur untuk kepentingan Negara atas penntah 
pe_:a:ia: }a.:li berwenang, termasuk perjalanan dari ternpat keducukar, ke 
t.e:::~: =-e~..:.~;.a:: !:-.d~nes.n untuk bertolak kc !1.iar negen car. ca:. 
.e=;:ia: -::::::.. c; :.::o::es.a dan luar negeri ke ternpat yang c,:~~ .. c, ca·a,.,... 
nege:: 

12 ~:1:ia.'l.a..-a '::::-= ~ae=-~~ yang selanjutnya disebut a:.;:; ""~~ ?e~aba: 
?c:16~:w. Ke-.a::ga= ::ae:.:..11 .,a.~£ bertindak dalarn ~;:;.s.:.as se·-..;:e;a· 
beadahara t;.etu:: daerah 

!3A5 I 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
RUA.0..:G LlNGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 
(1 Pe:an;.-c: W~t.a Kupang ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 

~..::g&v.-a.ba..."1 Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Angpta DPR:>, Pepwai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan 
Tenap S:;L !.a--::ya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Be!al:r,ICI, ~ Pc::ne.'"l.n:.a..'1 Kota Kupang, 

2 ?e:'-,;a".a .. +an :>-:.as se";..;ga•ma.a' dimaksud pada ayat c: r::.~p.;:: 
~ D'.::ia.s Ja:ra.ta::. 

13. Tenaga Sipil Lainnya adalah mereka yang bekerja pada Organisaai non 
Pemerintah, seperti- Organfsasi Soslal Pclitik, Organisaai Soaial 
Maayarakat dan sejenianya yang kegiatannya dibiayai oleh APBD, 
dan/atau keluarga yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yo.ng 
mendapat ijin pengobatan kc luar daerah. 

14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 
surat perintah yang dikcluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada 
Pejabat Negara, Pirnpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Ncgeri Sipil, 
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Sipil lainnya untuk melaksanakan 
perjalanan dinas. 
Tempat Kedudukan adalah tempat/xota/kantor satuan kerja berada. 
Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang mcnjadi tujuan perjalanan 
dinas. 
Deta sering adalah penugasan sementara waktu. 
Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu 
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sckaligus. 
Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah. 
Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang 
d1hitung aeauai kebutuhan rill berda.sarkan ketentuan yang berlaku. 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pcmcrintah Kota Kupang yang 
cligunakan aebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna 
Anggaran/Kuaaa Pengguna Anggaran. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat dacrah pada Pemerintah Kota Kupang selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 
pcmegang kewcnangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 
Kua.sa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
&D&P--an dalam mclaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

• 

15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. • 
22. 

23. 
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Pasal 5 
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: 
a. pe]aksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 
c. deta sering di luar tempat kedudukan; 
d. ditugaskan untuk m.enempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di 

luar tempat kedudukan; 
e, diharuakan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil 

atau menghadap aeorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang 
berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan 
dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan 
kepurusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; 

g. harus memperoleh pengobatan di luar ternpat kedudukan berdasarkan 
surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena 
mclakukan tugas; dan 

• 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2), digolongkan menjadi : 

• a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota; dan 
b. Pcrjalanan Dinas Jabatan yang dilaksnnakan di dalam Kot.a. 

(2) Batas Kot.a sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a rneliputi 
Kcsatuan Wilayah Kota Kupang. 

(3) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas : 

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) 
jam; dan 

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 
(delapan) jam. 

Pa~: 4 

BABIV 
F'ERJALANAN DINAS JABATAN 

BAB !II 
PRlNSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 
Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatilcan prinsip : 
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. keteraediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 
d. aku.ntabilitas pcmbcrian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pembebanan biaya perjalanan dinas. 

.. 

 

 

 

 

 

 



: 

(5, 

a. Pemberi tugas; 
b. Pelakaana tugas; 
c. Waktu pelaksanaan tugas; dan 
d. Tempat pelaksanaan tugas. 
Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan : . 
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota; atau 
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 

8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan 
SPPD. 

Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sa.mpai 
dengan 8 (dela.pan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitar; S??::>. 

l.; 

(2) 

(1) 
Pasal 6 

Perjalanan Dinaa Jabatan oleh Pelala.ana SPPD c!ilakukan sesuai perintah 
ataaan Pelakuna SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas. 
Surat Tugas aehagaimana dimaksud pada ayat 11) diterbitkan oleh: 
a. Walikota Kupang atas nama Wa!ikota Kupang, terhadap perjalanan 

din.a.a Walikota Kupang dan Wakil Walikota Kupang, baik dalam 
~ilayah Kota Kupang maupun ke luar wilayah Kota Kupang; 

b. Ketua DPRD terhadap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 
bailc dalam wilayah Kota Kupang maupun ke luar wilayah Kota 
Kupang: 

c. Walikota / Wakil Wallkota, terhadap perjalanan dinas Selaetaria 
Daerah dan Pejabat Eaclon II di lingkup Pernerintah Kota Kupang baik 
dalam wilayah Kota Kupang maupun ke luar wilayah Kota Kupang; 

d. Apabila Walikota / Wa.kil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf 
c, berhalangan dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama 
Walikota Kupang; 

e. Selaetaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama 
Sekretaria Daerah terhadap perjalanan dinas pejabat eaelon III di 
lingkungan Selaetariat Daerah baik. dalam wilayah Kota Kupang 
maupun ke luar Kota Kupang; 

f. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/In&pektorat/ RSUD/ Kantor, 
aela.ku Pengguna Anggaran tcrhadap perjalano.n dinas pejabat eselon 
III ke .bawah di lingkungan Dinas/Badan/Sekretariat 
DPRD/Inspektorat/RSUD/ Kantor baik dalam Kota Kupang maupun 
ke luar Kota Kupang; 

g. Kepala Dlnas, terhadap perjalanan dinas pejabut cselon Ill ke bawah 
di lingkungan UPT ke luar wilayah Kota Ku pang; 

h. Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ternadap perjalanan 
dinaa Pegawai di lingkungan UPT dalam wilayah Kota Kupang; dan 

1. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah, terhadap 
perjalanan dinas pejabat eselon IV dan non eselon di lingkungan 
Sekrctariat Daerah baik dalam Kota Kupang rnaupun ke luar Kota 
Ku pang . 

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 

h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus c!Jc:a: di luar tempat 
kedudukan. 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



(3) 

a. uang harian: 
b. biaya transport; 
c. biaya penginapan; 
d. ua::g representasi; dan 
e. sewa kendaraan dalam Kota, 
Uang nana .. "1 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. uang makan; 
b. uang transpor lokal: dan 
c. uang saku. 

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b rnerupakan 
biaya yang diperlukan untuk: 

a. Perjalanan dari tempat kedudukun ke terminal 
bus/stasion/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai tempat 
tujuan PP; dan 

b PNBP / Retribu si yang dipungu t di terminal 
bus/stasion/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat 
tujuan PP. 

(2) 

BABY 
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal s 
(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai 

berikut: 

(2) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas belum juga dilaksanakan maka 
SPPD dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan uang yang telah diterima 
dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 8 
(l) Maaa berlakunya SPPD selama-Iamanya 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal ditandatanga.ni penerbitan SPPD. 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai 
dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
dicantumkan dalam Surat Tugas. 

Pasal 7 
(1) Dalam penerbitan SPPD, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas 
dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan 
Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan 
serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut. 

(6) Format Surat Tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (3), tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Kupang iru. 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



Pasal 11 
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan seoagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 

ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: 
a. Tingkat A untuk Walikota Kupang/Wakil Walikota; 
b. Tingkat Al untuk Ketua / Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah; 
c. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; 
d. Tingkat Cl, untuk Pejabat Eselon Ill, 
e. Tingkat C2,C3,C4 Pejabat Eselon IV /PNS Golongan IV,III Non Eselon; 
f. Tingkat CS,C6,C7 PNSD golongan II, I, dan Pegawai Tidak Tetap serta 

Tenaga Sipil Lainnya. 
(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanar. Dinas scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk Tenaga Sipil Lainnya yang melakukan Perjalanan Dlnas 
untuk kepentingan negara/daerah ditentukan oleh PA atau KPA sesuai 
dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. 

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 

tertinggi sebagalmana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang 
mengenai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa; 

Pasa.110 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) 
diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan biaya Ya.J'!S diperlukan untuk menginap: 
a. di hotel; atau 
b. di tempat menginap lainnya. 

(5) Dalam hal Pelakeana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan 
sebagaimana dimakaud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. Pelaksana SPD diberikan biaya pcnginapan scbcsar 30% (tiga puluh 

persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar Harga 
Pengadaan Barang Dan Jasa; dan 

b Biaya penginapan sebagairnana dimaksud pada huruf a dibayarkan 
secara lumpsum. 

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I selama melakukan 
Perjalanan Dinas. 

(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan 
tugas di Tempat Tujuan. 

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk 
biaya untuk pengemudi, bahan bakar rninyak, dan pajak. 

(9) Komponen biaya Perjalanan Dinas .Iabatan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas. 

(10) Apabila Dalam kegiatan yang diada.kan dan dibiayai oleh Pihak ketiga 
maka, kepada PNS yang melakukan perjalanan Dinas tersebut kepadanya 
hanya dibayarkan Uang harian. 

• 

• 
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Pasal 13 
(11 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas 

Jabatan d.ilaksanakan. 
(2} Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya 

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 
setelah Perjalanan Dinas selesai, 

Pasal 12 
(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pendidikan 

dan pelatihan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung 
olch panitia pcnyelenggara. 

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, 
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
ditanggung oleh panitia penyelcnggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
dimaksud dibebankan pada DPAj DPPA satuan kerju Pelaksana SPPD . 

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai 
pembebanan blaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, 
seminar, pendidikan dan pelatihan ctan sejeru snya. 

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, 
dan sejenisnya sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Kupang ini. 

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabat.an dilakukan secara bersama-sama 
untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, 
seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang 
sazna. 

(6; :)a!arn ha! biaya pcnginapan pada hotel/penginapan yang sama 
sebagaiznana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya 
hotel/pe~gi=.apa."l sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang 
mecge::.ai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa, maka Pelaksana 
SPPD menggunakan fasilitas karnar dengan biaya terendah pada 
hos:e:/pe::.gi..-.apa., dimaksud, dengan ketentuan sama dengan biaya 
per.g:r.apan yang telar; ditetapkan, 

~ 
b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill 

berdaaarkan fasilitas transport; 
c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill dan 

berpedoman pada Peraturan Walikota Kupang mengcnai Standar 
Harga Pcngadaan Barang dan Jasa; 

d. uang repreeentasi dibayarkan secara lumpsum dan rnerupakan batas 
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kupang 
mengcnai Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

e. sewa kcndaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan 
berpedoman pada Peraturan Walikota Kupang mengenai Standar 
Harga Pengadaan Barang dan Jasa. 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



(2) 

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu 
anggaran yang tersedia dalam DPA sat.uan kerja berkenaan. 
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling 
cepat 5 (lima) hari kerja / Disesuaikan dengan alokasi waktu pada 
kegiatan tersebut sebelum Perjalanan Dinas dilaksariakan. 

(1) 

BABVI 
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMB~YARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 16 

Pasal 15 
(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran 

kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. 
(2} Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar 

memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk 
melaksanakan perjalanan tersehut calarn angguran kantor/satuan kerja 
berkenaan. 

(3) Pejabat yang berwenang hanya dapat rnenerbitkan SPPD untuk 
perja!anan dinas apabila alokasi biaya perjalanan dinas dalam 
DPA/DPPA SKPD berkenaan telah tersedlaj'cukup tersedia anggarannya. 

(.;) Dazam nal SP?D ditandatangaru o!eh atasan !angsung pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembiayaan 
perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja masing 
masing. 

Pasal 14 
(1) Dalam hal jumlah hp.ri Perja.lanan Dinas Jabatan melebihi jumlah harl 

yang ditetapkan dalam Surat' Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh 
ke~ll1:1/ kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang 
harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam 
kota. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 
~~ dalam kota aebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimintakan kepada PA atau KPA untuk mendapat persetujuan dengan 
melampirkan dokumen berupa: 
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala 

Bandarn/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ a tau 
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen aebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA 
membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA satuan kerja 
berkenaan. 

(4) Tambahan uang har.ian, biaya pcnginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 
dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf e sampai dengan huruf h . 

(5) Dalam hal jumla.h hari pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari jumlah 
hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksa.na SPPD harus mengembalikan 
kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA. 

• 

• 
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Pasa1 2 ! 
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan 
atas prestasi kerja yang telah diselesalkan sebagairnana diatur dalaza 
kontrak/ perjanjian. 

( l) 

Pasal 20 
(1) Kontrak/perjanjian dengan penyediajasa dapat dilakukan untuk l (satu) 

paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. 
(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan 

melebihi tarif tikct resmi yang dikeluarkan olch perusahaan jasa 
transportasi atau tarif penginapanj hotel rcsmi yang dikeluarkan oleh 
penyedia jasa penginapan/hotel. 

Pasal 19 
(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event 

oryanizer, biro jaaa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan 
perusahaan jasa. perhotelan / penginapan. 

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
seauai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan 
perikatan meliputi biaya transpor termasuk pernbelian/pengadaan tiket 
dan/atau biaya penginapan. 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinaa dengan mekanisme UP dilakukan 
dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Surat Penyediaan 
Dana oleh Bendahara Pengeluaran. 

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan 
persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan 
dokumen sebagai berikut: 
a. Surat Tugas at.au aurat keputusan pindah; 
b. fotokopi SPPD; 
c. kuitanai tanda terima uang muka; dan 
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 

Pasal 17 

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme 
UP/OU/TIJ dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). 

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan rnekanisme LS dilakukan 
melalui perikatan dengan penyedia jasa. 

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan 
penyediajaaa sebago.imana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungai yang melekat pada jabatan; dan 
b. Perjalanan Dina& Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, 

Pendidilcan dan Pelatihan, Studi Banding dan sejenisnya. 
Pasal 18 

(31 Pada akhir tahun anggaru.n, ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat melebihi 5 (l.mu.) han kerja menyesuaikan dengan 
ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir 
tahun anggaran. 

' ' .... 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



Pasal 24 
(1) Dawn hal terjadi pembatalan pela.ksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, 

biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja 
berkenaan. 

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya 
pembatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Surat Pemyataan Pembatalan Togas Perjalanan Dinas Jabatan dari 

atasan Pelaksa.na SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi 
Pelaksa.na SPPD di bawah Pejabat Eselon Ill ke bawah, merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini; 

b. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport 
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

(3) Bia.ya pembatalan yang dapat clibebankan pada DPA satuan kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transporrasi atau biaya penginapan 

yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 

Tata cara pengajuan tagihan kepada ?A/KPA, pengujian surat permintaan 
pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda 
Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Biro 
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 23 

Paso.122 
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS 

dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga. 
(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada 

Pelakaana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang 
scharusnya dipert.anggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas 
Jabatan tersebut harus disetor kt: l<ai:i Daerah rnelalui PA/KPA. 

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan: 
a menggunakan Surat Setoran Pengembahan Belanja (SSPB) untuk 

tahun anggaran berjalan; atau 
b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun 

anggaran lalu. 
(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada 

Pelaksana Surat Penyediaan Dana kurang dari yang seharusnya, dapat 
dimintakan kekurangannya . 

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
climaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. 

(2) Ataa dasar prestasi kerja yang telah diseleaaikan, penyedia jasa 
mengajukan tagihan kepada fFA./ KPA. 

· .... 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



Pasal 27 
Pi.hak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga 
sebenamya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau 
lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian 
yang diderita oleh negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas 
seluruh tindakan yang dilakukan. 

(1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran 
biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

(2) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ruenyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan 
Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan 
Dinas. 

Pasal 26 

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan 
Dinas kepada pemberl tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA 
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, 

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
climaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD; 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pcjabat 

di tempat pclakaanaan Pcrjalanan Dinas atau pihak terkait yang 
menjadi Tempat 'I'ujuan Perjalanan Dinas; 

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti 
pembayaran moda transportasi lainnya, sedangkan untuk angkutan 
pedesaan dari ibukota kabupaten menuju ibukota kecamatan atau 
desa yang tidak dapat diperoleh buktinya dapat dengan digunakan 
Daftar Pengeluaran Rill; 

d. Daftar Pengeluaran Riil seeuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Kupang ini; 

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota 
berupa kuitanai atau bukti pembayaran lu innyn yang dikeluarkan 
oleh badan usaha yang bergerak cli bidang jasa: dan 

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. 
(3) Dalam hal bukti perigeluaran transportasi dan/atau penginapan 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak 
diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat 
hanya menggunakan Daftar ?engeluaran Riil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d. 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 25 

,, 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku: 
Peraturan Walikota Kupang Nomor 23A Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas 
Dalazn Dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pirnpinan can Anggota DPRD 
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Tida.k Tetap Daerah dan Tenaga Sipil 
Lainnya berserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 
KETENTUt\N PENUTUP 

Pasal 31 

BABX 
KETENTUAN PE;RALIHAN 

Pasal 30 

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar perhitungan biaya 
pengepakan dan biaya angkutan barang sebagai dasar penyusunan Standar 
Braya pengepakan dan angkutan barang dalam Peratu ran Walikota Kupang 
mengenai Standar Pengada.an Barang dan Jasa. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 29 
(1) Pejabat penerbit Surat Togas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) dapat memerintahka.n pihak lain di luar Pejo.bat Negara/Pegawai 
Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. 

(2) Pihak lain sebagai.mana dimaksud pada ayat ( l) yang melakukan 
Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(3) Penggolongan tcrhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan 
mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang 
bersangkutan. • 

(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan 1, Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan 
Perjalanan Dinaa dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis 
tidak diperoleh di tempat bersangkutan, 

(5) Sehubungan dengan perjalanan dinas untuk keperluan khusus yang 
lokaai kegiatan menjangkau wilayah desa dan sulit dijangkau diberikan 
tambahan biaya sewa kendaraan berdasarkan ketersediaan dana dalam 
anggaran kantor/satuan kerja berkenaan. 

BAB VIII 
PENGENDALIA.~ INTERNAL 

Pasal 28 
(l) Pimpinan SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap 

pelalcaana.an Perjalanan Dinas. 
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksarw.kan 

seauai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• 

• 
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A DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 189 . 

• 

Paeal 32 
Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2016. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerint.ahkan Pengundangan Peraturan 
\.\ a.ikota Ku pang ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Ku pang . 

 

 

 

 

 

 



Pejabat yang memben perintah 

Dikeluarkan 
Pada taneual 

9. Keteraagan lain-lain 

hanya instunsi yang dikuasainya 8. Pcmbcbanan Anggaran 
a. lnstansi 
b. Mata Anggaran 

• 

4. Alat angkutan yang digunakan 

s. a. Tcmpat Bcrangkat 
b. Tcmpat Tujuan • 

6. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
b. Tanggal Bcrangkat 
c. Tanggal Tiba di tempat baru 

bagi perjalanan pindah 
7. Pengi.kut: Nama Keterangan 

1. 
2. 
3 . 

3. M.a.ksud Pcrj1danan Din.as • 

2. Nama Pcsawai yGllg pcrintuhkan 
a. NIP 
b. Pangkat clan Golongan 
c Jabatan 

d. Tingkat Mcnurut Peraturan Perjalanan Dinas 

1. Pcjabat bcrwcnang yang 
Memberikan pcrintah 

SATIJANKERJAPERANGKAT DAERAH 
SURAT PERINTAH PERJALANAN DTNAS 

: PERATURAN WAL!KOTA KUPANG 
14 TAHUN 2015 ' 

: 29 SEPTEMBER 2015 

LAMPIRAN I 
NOMOR 
TANOOAL 

-, 

 

 

 

 

 

 



Pejabat yeng berwenang menerbitkan Surat Perintah Pcrjalanan Dinas (SPPD), Pegawai yang 
melalrukan perjlllanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta 
bendaharawan, bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila 
daerah menderita kcrugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. 

VI. PERRA TIAN 

Kepala 

Pe1abat yan,1 memberi perintah. 

Tclah diperiksu dengan keterangan bahwa 
pcrjuluuuu tersebut diatas benar dilakukan 
atus pcnntuhnya dun sernata-mata untulc 
kepcnungan jabatan dalam wa.ktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

V. Tiba Kembali 
(Tempat Kedudukan) 
Pada Tanggal 
Pejabat yang memberi 
Perintah, 

Barangkat dari 
Ke 
Kepala 

I Tibadi 
V Pada tanggal 

Ke pal a 

Bnrnn1:1ku1 dlU'i 
Ke 
Kepala 

Ill Tiba di 
Pada tanggal 
Kepala 

II. Tiba di 
Pada tanggal 
Kepala 

Barangkat dari 
Ke 
Kepala 

• 

• 

Berangkat dari 
(Temput Kcdudukan) 
Pada Tanggal 
Ke 
Kepala 

 

 

 

 

 

 



(dengan huruf) 

• 
( ) 

Kepala 

Rp. Jumlah 

D.te:a;;ka.i sejumlah Rp. 
Ya:-.6 c:bayarkan sejwnlah Rp. 
Sisa kuraag lebih jumlah Rp, 

P£RHITl:;'liGAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) RAMPUNG 

(dengan huruf) 

KET ERAN GAN 

Bendaharawan 

so PERINCIAN JUMLAH 
Biaya Tiket/angkutan Rp. 
a Pesawat Rp. 
b. Kapal Laut Rp. 
c. BUSITaxi Rp. 

.., Airport Tax Rp . 
3 Biaya Uang Harian Rp. . Biaya Lain-lain Rp . .. 

• Jumlah Rp. 
Ku pang, 

PERINCIAN PERHITUNGAN 
BIA YA PERJALANAN DINAS JABAT AN 

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KUPANG 
NOMOR 14 TAHUN2015 
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015 

 

 

 

 

 

 



NIP . 

Dikcluarkan di : Kupang 
Pada Tanggal 
Pejabat yang mernberi tugas 

1. Pejabat/Pemberi Tugas 
2. Penerima Tugas 

a. Nama 

b. NIP 

c. Pangkat/Golongan 
d. Jabatan 

3. Tempat Kedudukan 
4. Tempat Tujuan 
5. Lama 

6. Maksud 

LAfviPIRAN III : PERATURAN WALi.KOT A KUPANG 
NOMOR 14 TAHUN 2015 
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2015 

SURATTUGAS 
Nomor: .. 

,. .... 

• 

. . 
I 

• 
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C.'9LM: 
A : WaM&ou I W~ ~ 
A.1 ; .C.... IWaldli ~~I.......,...,. 0.-M 

I:~•~·-°""" c, ,....,,. c;a , .... _N __ 
c;a ;-N 

c;a ·---·- ,.. ,--· Oii: __ , 

(;1 :....-r_T_T_ ... ~1" 

Tifl;GKAT BIAVA (Rp) 

Kctua da,1 PNS Oolonsan 

NO 8AT\JAN BIAVA WrwJu>i,,./W w..:..i Angoi,,. EMlon IV / PNS 11/1/1',ipwat 
Ilk.ii K..:lua Dl'RD/ Eaclou Eoclon Ill/ (Cl) Oolongw, IV,111/Non Ti<lak Totap 

Walikot& (AJ DPKD/Scko 11(1:1) Ew.elon (C2,C3) clan (CS),(06) clan 

t(Al) (C4) Tenqa Sipll 
Lainnya (C7) 

I KELUAR WILAYAH NTT 
1, Uang lulian 2,000,000 1,750,000 1,500,000 1,ZS0,000 1,000,000 750,000 

II ~ WILAYAH NTT 
1, Uang Hatw, 1,600,000 1,350,000 1,251).000 1,000.000 800,000 800,000 

Ill PERJAI..ANAN PERGI PULANQ 

=-I KUR~ DAAI 1 (8ATU) HAAI 
TICIAK MENGINAP 
(o.lanl Kot8 Kllf*)9) 200,000 1~.C..00 170.UOi.' 100,000 100,000 

IV BIAVA TRNISPORTASI SAGI 
PESERTA PELA TIH.t.N DA1AM 
OAERAH 150,000 150,000 12~.000 -ce.occ 100,000 100,000 • 

SIA YA UANG HARIAN PEH.JA!.ANAN OIIIAS 

PERATURAN WAUKOTA KUPANG 
14 TAHUN 2015 
29 SEPTEMBER 2015 

UWPIRAH 
NOMOR 
TANGGAL 

e , 

 

 

 

 

 

 



• 

- 
NO KOTA TU.JUAN SATUAN SATUAN HAROA 

A. I).u.AJI WILAYAII JITT IAXTAJl PROVU(SI D:SHOAX KA.BtTPATl':Nl 
l KU PANO I..ABOAN BA.JO OT l 145 100 
2 KUPANO LARANTUKA OT 705 000 
3 KU PANO LEWOLEBA OT 850 000 

4 KUPANO RUTENO or l 118 000 

5 KUPANO TAMBOLAKA or 1205000 

6 KUPANO WAINOAPU OT 1030000 

7 KUPANO ENDE OT 742,000 

8 KUPANO ALOR OT 680 000 

9 KUPANO BAJAWA OT 925 000 

10 KUPANO MAUMERE OT 699 000 

11 KUr>ANO ROTE OT 500 000 

12 KUPANO SABU 650,000 

a. ilTAJl KABUPATS1' DAI.AK WTLA.YA.H XTT 
1 ALOR MAllMERI!: OT 784 000 

2 BAJAWA ll;Nl)E OT 410,000 

3 LABOANBAJO Rt.rfENO OT 238 000 

4 LABOANBAJO MAUM~;RE at' 742 000 

5 MAU MERE TAMBOLAKA OT 716 000 

6 TAMBOLAKA LABUANBAJO O'I' 542 000 

7 TAMBOLAKA WAlllOAPU or 438 000 

8 BAJAWA. RUTENO O'I' 202 000 

9 ENDE LABOANBA.JO or 633 000 

10 ENDE MAU MERE at' 237,000 

11 ENDE RUTF:NG OT 474,000 

1:2 E~DE • lsAWU UT 570,000 _ . ......_ ______ 
13 ENDE TAMHOL/\KA <11' 815,000 

14 ENDE w Al N'..lAf'll OT 622,000 

15 ROTE WAINOAPU OT 975,000 

16 SAWU WAINGAPU or 524.000 

' I 17 LARANTUKA LE:WOLEBA OT 173.000' 

I 18 LARANTUKA MAUMERE OT 353,000 

I 19 MAUMERE RUTF,NG or 570,000 

I 20 MAUMERE WAINOAPU or 761.000 

I 21 LARANI'UKA RUTC:NO OT 835.000 
I 22 LEWOLEBA ALOR or 416,000 

I 23 ROTE WAINOAPU or 729,000 

I 

PENERBANGAN LIHTAS MTT DAN LUAR WILAYAH NTT 

 

 

 

 

 

 



• 

• 

c, LUAR WILAYAB PROV,lfTT 
1 KUPANO BALIKPAPAN OT 2 531,200 
2 KUPANO BANDA~CEH OT 4 107 500 

KU PANO 
. 

3 BANDAR LAMPUNO OT 2 078 000 
4 KUPANO BANDUNG OT I 943 800 
5 KUPANO BANJARMASIN OT 2 764 400 
6 KUPANO BAT AM OT 2 526,800 

7 KUPANG BENGKULU OT 2 806 200 

8 KUPANG BIAI< OT 3 750 000 

9 KU PANO DENPASAR OT 2 000,000 

10 KUPANO ,JAKARTA OT 2 500,000 

II KUPANO JAMB! OT 2 777 600 

12 KUPANO JAYAPURA OT 4 506 800 

13 KUPANO JOGJAKARTA or 2 314,500 

14 KUPANO MAJCASSAR or I 973,000 

15 KUPANO MATARAM OT 2 440 000 

16 KU PANO MEDAN or 3,729 100 

17 KUPANG MANI\DO or 3,524,500 

18 KU PANO MERAUKE OT 3 943 600 

19 KUPANO PADANG OT 2,666 600 

I 20 KU PANO PALANOKARAYA OT 3 052 600 

21 KU PANO f'ALEM~ANO OT 2 226,500 

I 22 KU PANO PAW 0'1' 2 280 400 

I 23 !..."iJP~NO IPANOKAL PINANG OT 2 149 500 

24 !...-UPA.',G l PEKA.'IBARU OT 2,634 600 

I 25 !...".:i'A."iO POt.11.~"iAK OT 2 909 600 

I 26 !...-U?A .. ',Q SEMARA.'IG 01' 2,289 200 

! 27 !..."t:PA..'iO I sow OT 4 685,600 

- 
28 IC.:PA."10 ISt:R"-BAY ... or 2,027,000 

29 i(UPA.'-C. 17,\:JJU:-iO P!SA.'iG O'I' 3,624 000 

30 !...-UP.O.."iO IT ARAJ<A..'i OT 2,235,300 

31 DE:-lPA.SAR IEKDE 01' 1,648 000 

I 
I 

32 DENPA.SAR ITAMBOLAKA OT l 440,000 

I 33 DENPASAR LABUANBAJO OT 1,625 000 

I 34 DENPASAR MATARAM OT 561,000 

I 35 MATA RAM SUMBAWA OT 663 000 

36 DENPASAR SUMB.'\WA OT 880 000 

D • TlKKT IOl'.LAII BlS!ilR 
I l LUAR WJLAYAH NTT OT 7,500,000 

. . ,· ~ .. 
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•o PROVIS SI SATU.U HAROA BATUAlf 

·-·-'- ·- l ACEH 01' 100,000 
2 SUMATERA UTARA O''.' 100,000 
3 RlAU OT \00,000 
4 KEPULAUAN RlAU or 100,000 
5 JAMB! OT 100,000 
6 SUMATERA BARAT o~ 125,000 ·- 7 SUMATERA SELATAN O'!' 100,000 
8 I...AMPUNG OT 110 000 
9 BENGKULU OT 100,000 

10 BANGKA BELm.JNO OT 100 000 
11 BANTEN OT 285,000 
12 JAWABARAT OT 200,000 
13 OKI JAKARTA OT 250,000 
14 JAWATENGAH OT 100 000 
15 DI YOGYAKARTA OT 100 000 
16 JAWATIMUR OT 250 000 
17 BALI OT 250,000 
18 NUSA TENGGARA BARAT OT 150,000 
19 KALIMANTAN BARAT OT 100,000 
20 KAIMANTAN TENOAH OT 100,000 
21 KALIMANTAN 'fIMUR OT 290 000 
22 KAIMANTAN SELATAN OT 100 000 
23 SULAWESI UTARA OT 110,000 
24 SULAWESI BARAT OT 125,000 
25 OORONTALO OT 115,000 
26 SULAWESI SELATAN OT 120,000 
27 SULAWESI TENGAH OT 100,000 
28 SULAWESI TENGGARA OT 115,000 
29 MALUKU OT 171,000 
30 MALUKU UTARA OT 110,000 
31 PAPUA OT 3]5,000 
32 PAPUA BARAT OT 125 000 

• 

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DIMAS 

I. 

 

 

 

 

 

 



-- 
so KABUPATEK SATUAl'l MARGA SA.TUAN 

1 TI'S OT 50 000 
2 TIU OT 50 000 
3 BELU OT 50,000 
4 AI.OR OT 50,000 
5 LEMBATA OT 50,000 
6 FLORES TIMUR ·- OT 50 000 
7 SIKKA OT 50,000 
8 ENDE OT 50,000 
9 NAGEKEO OT 50,000 

10 NOADA 01' 50 000 
11 MANGOARAI TIMUR OT 50 000 
12 MANOOARAI OT 50,000 
13 MANGOARAI BARAT - OT 50,000 
14 SUMBATIMUR OT 50,000 _,_ ___ 

50,000 15 SUMBA TENOAH - OT 
16 SUMBA BARA'f UT 50,000 
17 SUMBA BAHAT DAYA 

·~~ 

OT 50,000 
18 ROTENDAO OT 50,000 
19 SADU RAIJUA OT 50,000 
20 KAB.KUPI\NO OT 50,000 

B SA.TU.Alf BIAYA TAKSI PERtIALANAl'f l>lNAS DA.LAld DAERAH 

•• 
t. 

• 

• 

I. 
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\ JO"lAS SALEAN 

• 

-= Tui&)u,tan Perjalanan Du:,as Satuan Harga (/hari) 

. '.~~ ... A'i ~.~. ,,_c; '.' .. 4!< C:..~ERAH ~ 
: :,. \BAT NEG \RA OH 250,000 

. : :... .\BAT E.SEWN ; OH 200.000 
: :~· \BAi ESELON :I KI.TI<\, \\'.\KIL OH 150,000 
"-'· r; \ D \N A. ',G<,cr. A. : >PRO 

= L i-£f _-.-ti:.~',"_.! __ •, £.1 .• :'i.4.S Z:1 !AM DAERAH 
i?EJ\BAT SEGAR.A. OH 125,000 

< f PE.J\B.\T ESELON: OH 100,000 
1 Fr..'\BAT E.SELON II/KETUA, WAh1L OH 75,000 

KETL.\ D-\N ANGGOTA DPRD 

l"r.&WJUR HARGA UANG REPRESENTATIF HARIAN PERJALANAN DIMAS 

 

 


